
PERATURAN BUPATI BAN DUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KOMISI KABUPATEN LANJUT USIA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI BANDUNG BARAT ,
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52

Tah~n. 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, perlu membentuk
Kornisi Kabupaten Lanjut Usia di KabupatenBandung Barat;

b. b~hwa pembentukan Komisi Kabupaten Lanjut Usia sebagaimana
dimaksuo pada huruf a, perlu ditetapkandengan PeraturanBupati;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKeduaAtas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional
Lanjut Usia;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentKangbprotsedBurPdenyusBunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah a upaen an ung arat
Tahun Nomor 3, Tambahan LembaranDaerahKabupatenBandung Barat
Nomor 2);

P D h Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan7. eraturan aera B
Kabupaten Bandung Barat (LembaranDaerahKabupaten andung Barat
Tahun 2008 Nomor 7);
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c.
pelatihandan pembinaan keterampilan produktif lanjut usia;

peningkatankegiatan keagamaandalam meningkatkan mental dan spir't I
serta kearifandan kepanutan lanjut usia; I ua

b.

penyusunanb. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam
kebijakanupaya peningkatankesejahteraansosiallanjut usia.

(2) KomdaLansiamempunyaifungsi:
a. peningkatankesejahteraan lanjut usia;

membantu pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan
upayapeningkatankesejahteraan sosial lanjut usia;

a.
(1) KomdaLansiamempunyai tugas:

BAB III
TUGAS
Pasal4

Pasal3
KomdaLansiaberkedudukandi Kabupaten Bandung Sarat.

BAB"
PEMBENTUKAN

Pasal2
(1) DenganPeraturanBupati ini, dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
(2) Komda Lansia merupakan wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan

masyarakatyang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan
tugasnya.

usia.

5.

rnPeraturanini yang dimaksud dengan:
Dala

Daerahadalah Kabupaten Bandung Barat.
1.

Bupatiadalah Bupati Bandung Barat.
2.

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
3. penyelenggarapemerintahan daerah.

satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, ad~lah
4. perangkatdaerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah,Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan
Kecamatan,selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
KomisiKabupaten Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Komisi Daerah Lanjut
Usia(Komda Lansia), adalah suatu wadah koordinasi antara pemerintah daerah
danmasyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penduduk yang telah lanjut

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI KABUPATEN

LANJUT USIA.
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Pasal8

(1) Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komda Lansia s~~agaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (~), keanggotaan Komist Nasional
Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemenntah mer~pakan ~a.kil instansi
Pemerintahyang bertanggung jawab dalam urusan pemenntahan di bldang :

a. kesejahteraan rakyat;

Pasal7
(1) J~batan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Asisten yang bertanggung jawab
dalamurusan bidang sosial.

(2) Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 6 huruf b dijabat dari unsur masyarakat.

(3) JabatanWakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dijabat oleh Kepala Dinas yang bertanggung
jawabdalam bidang kesejahteraan sosiallanjut usia.

(4) Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komda Lansia
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf d dijabat dari unsur masyarakat.

(5) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota
melaluitata cara yang ditetapkan oleh Komda Lansia.

Pasal6
(1) Susunankeanggotaan Komda Lansia terdiri dari:

a. Ketua I merangkap anggota;
b. Ketua II merangkap anggota;

C. Wakil Ketua I merangkap anggota;
d. Wakil Ketua II merangkap anggota;

e. Sekretaris merangkap anggota;
f. Anggota.

d. pengembangan geraka
ik . n uaya kes h .b~rpen en:anuslaan, batk dalam ue atan lanJut.usia yang bermanfaat dan

dl semua tmgkat dan jenis pela an:aya promotlf, preventif maupun kuratif,
e. pelaksanaan gerakan I .Y n kesehatan serta olah raga lanjut usia;

pe estanan budaya'
f. pelaksanaan koordinasi den . . '

maupun kabupaten/kota dal~~nuln:tansl terkait, baik tingkat pusat, provinsi,
Dalammelaksanakan tug p ya pemberdayaanlanjut usia;

(3) '. as dan tung .
dengan instansl pemerintah smya, Komda Lansia dapat bekerja sama
kabupaten/~ota lainnya, organis pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
danpihak-plhak lain yang dipandaaslmasyarakat, para ahli, badan internasional

ng perlu.
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BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal5
Keanggo.taanKom.da Lansia terdiri dari unsur Pemerintah daerah dan
yangberJumlahpaling banyak 25 (dua puluh lima) orang.



BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal11

AnggotaKomda Lansia diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Pasal12

Kecualikean otaan ang berasal dari unsur Pemerintah, .keanggotaan Komda
L~nSiadiangkga~untuk Y1(satu) kali mas~ jabatan s.elama3 (tlga) tahun dan dapat
dlangkatkembali untuk 1 (satu) kali rnasa [abatan benkutnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 10
(1) Untukmenunjang pelaksanaan tugas, Komda Lansia dapat membentuk

kelompok kerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok

Kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Komda Lansia.

Bagian Kedua
Kesekretariatan

Pasal9
(1) Dalammelaksanakan tugasnya, Komda Lansia dibantu oleh Sekretariat.
(2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Pegawai

Negeri Sipil yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang
sosial.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit
kerja yang berada di SKPD yang bertanggung jawab dalam urusan di bidang
sosial.

(2) An~gota Komda Lansia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil
dan:

a. oroanisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut
usia:

b. perguruan tinggi;

c. dunia usaha.

J.
k.

I.

i.

f.
g.
h.

e.
d.
c.

kesehatan;

sosial;

kependudukan dan keluarga berencana'
ketenagakerjaan '

pendidikan nasional;

a9ama;

permukiman dan prasarana wilayah;
pemberdayaan perempuan;

kebudayaan dan pariwisata;
perhubungan;

pemerintahan dalam negeri.

b.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal20
Segalabiaya yang diperlukan untuk kegiatan Komda Lansia dibebankan kepada
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BABVI
TATA KERJA

Pasal 15
KomdaL~nsia men~adakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu)kahdalam 3 (tiqa) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal16
Apabiladipandang perlu, Komda Lansia dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di
luarKomdaLansia untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Komda Lansia.

Pasal17
Keanggotaanyang berasal dari unsur Pemerintah melaporkan hasil rapat koordinasi
KomdaLansia kepada Pimpinan masing-masing SKPD untuk secara sendiri-sendiri
maupunbersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Komda Lansia sesuai
denganbidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal18
KetuaKomda Lansia melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komda Lansia kepada
Bupatisecara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 19
Ketentuanlebih lanjut mengenai tata kerja Komda Lansia diatur oleh Komda Lansia.

d.
c. menderita sakit yang menyebabkan tidak d t I kapa me a sanakan tugasnya;

melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
dinyatakan bersalah melakukan t' d k ld .. In a PI ana berdasarkan putusan psnqadilan
Yang telah rnempunyar kekuatan h k .u um yang tetap yang ancaman pidananya
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

e.

Pasal13
untuk pertama kali, calon kean ..

(1) berasal dari unsur masyarakat ~~otalanKornlst Nasional Lanjut Usia yang
bertanggung jawab dalarn urusaluSb~dkankep~da Bupati oleh Kepala Dinas yang

n lang sosia],
2) Pengusulan calon keanggotaan K .
( ayat (1) kepada Bupati untuk sel o.mdaLa~sla sebagaimana dimaksud dalam

anJutnyadllaksanakan oleh Komda Lansia.
Pasal 14

selainxarena berakhirnya masa jabatan k .....
t berakhir apabila anggota ya b' eanggotaan Kornisi Nasional l.anjut USia

dapa ng ersangkutan:
mengundurkan diri;a.
meninggal dunia;b.
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KOHAR

BAKAR
Olundangkandi Bandung Barat
padatanggal 1:'i I~ pr . 20,09

etiap orang mengetahuinya, memerintahk 0 0 0

AQar 5 nempatkannya dalam Berita 0 an pengundangan Peraturan Bupati In!
dengan me aerah Kabupaten Bandung Barat.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dit
peralura I etapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal ./. P j.J """)


